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Sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual tidak dapat dihindari, sehingga sangat penting untuk para
pihak memiliki metode penyelesaian sengketa. Salah satu metode yang umum digunakan saat ini adalah
arbitrase. Banyak perjanjian arbitrase internasional saat ini yang menggunakan mekanisme berjenjang
dimana para pihak sepakat untuk melakukan metode penyel esaian sengketa alternatif terlebih dahulu.
Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memahami apakah klausul penyelesaian sengketa
berjenjang merupakan perjanjian arbitrase yang sah dan mengikat. Umumnya, dalam menentukan keabsahan
klausul penyelesaian sengketa berjenjang, uji ‘tribunal versus claim’ akan digunakan untuk menyimpulkan
apakah masalah dengan klausul tersebut berkaitan dengan yurisdiksi majelis arbitrase atau keabsahan klaim.
Jika masalahnyaterkait dengan yurisdiksi majelis arbitrase, masalah yang mendasarinya adalah bahwa para
pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Di sisi lain, jika masalahnya adalah
mengenai keabsahan klaim, para pihak dianggap setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,
namun klaim tidak dapat diterima karena al asan-alasan seperti ketidaktepatan waktu atau prematur.
Pengadilan Singapura dan Hong Kong SAR telah memutuskan klausul penyelesaian sengketa berjenjang
melalui proses penangguhan arbitrase. Baik Pengadilan Singapura dan Pengadilan SAR Hong Kong telah
memutuskan bahwa klausul penyelesaian sengketa berjenjang dapat diterima. Namun, Pengadilan Singapura
memandang bahwa kegagalan untuk memenuhi serangkaian prasyarat membuat majelis arbitrase tidak
memiliki yurisdiks atas kasus tersebut. Di sisi lain, Pengadilan SAR Hong Kong memandang bahwa sejauh
para pihak setuju untuk melaksanakan arbitrase, majelis arbitrase akan memiliki yurisdiks dan dapat
menggunakan yurisdiksi tersebut untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan kegiatan apapun untuk
memenuhi prasyarat tersebut. Ketentuan hukum Indonesiatidak secara khusus mengatur mengenai klausul
penyel esaian sengketa berjenjang, namun klausul-klausul tersebut telah lazim dalam praktik.

...... Disputes arising from contractual relationsisinevitable, it isimperative for the parties to have a method
of dispute resolution. One of the commonly used method today is arbitration. Many present international
arbitration agreements utilize a multi-tiered mechanism whereby parties will agree to conduct alternative
dispute resolution methods first. In relation to the foregoing, it becomes important to understand whether a
multi-tiered dispute resolution clause constitutes a valid and binding arbitration agreement. Generally, in
determining the validity of amulti-tiered dispute resolution clause, a'tribunal versus claim' test will be used
to conclude whether the issue with such clause relates to the jurisdiction of the arbitral tribunal or the
admissibility of a claim. Should the matter be regarding jurisdiction of an arbitral tribunal, the underlying
issue is that parties have not properly agreed to resolve the dispute through arbitration. On the other hand, if
the matter is concerning admissibility, the parties are deemed to agree to resolve the dispute through
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arbitration, however the claim is not admissible due to reasons such as untimeliness or prematurity.
Singaporean and Hong Kong SAR Courts have ruled on multi-tiered dispute resolution clauses through stay
of arbitration proceedings. Both Singaporean and Hong Kong SAR Courts have ruled that a multi-tiered
dispute resolution clause are acceptable. However, Singaporean Courts viewed that failure to fulfill a set of
preconditions renders an arbitral tribunal to not have jurisdiction on the case. On the other hand, Hong Kong
SAR Courts viewed that insofar the parties agree to arbitrate, the arbitral tribunal will have jurisdiction and
may use such jurisdiction to instruct parties to conduct any activity to fulfill such preconditions. Indonesian
statutory provisions do not necessarily shed a light on multi-tiered dispute resolution clauses, however such
clauses are already prevaent in practice.



